BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang

mengingat

KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUUJI,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa serentak yang dilaksanakan oleh desa-
desa di Kabupaten Mesuji, Pemerintah Kabupaten
Mesuji dipandang perlu mengatur tata kelola
pemberian Bantuan Keuangan penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintahan Desa
yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan dan Besaran
Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa Kabupaten Mesuji.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelanggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi
Lampung;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa;



22.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 12
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran
2018;

24. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas
Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten
Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas
Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten
Mesuyj;

25. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran
2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

BANTUAN KEUANGAN DAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Mesuji.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Mesuji.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
adalah APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mesuji.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Mesuji yang
bertindak selaku sebagai Bendahara Umum Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Mesuji.
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Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD
adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum
Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA
PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selaku Bendahara
Umum Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Tim TAPD
adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat
DPMD adalah DPMD Kabupaten Mesuji.

Camat adalah Camat di Kabupaten Mesuji.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan
berada di Daerah Kabupaten;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pimpinan
Pemerintah Desa.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas
Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan wunsur
kewilayahan yang disebut Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Bantuan Keuangan, selanjutnya disingkat Bankeu adalah bantuan
keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka
percepatan pemerataan pembangunan di desa.

Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat Pilkades, adalah
pelaksanaan demokrasi di desa dalam rangka memilih calon kepala desa
yang dilaksanakan secara serentak di wilayah kabupaten mesuji.

Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa yang ditetapkan
oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa pada bank yang ditetapkan.

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja tidak langsung
non pegawai yang meliputi belanja bantuan keuangan dalam rangka
pelaksanaan APBD.



28. Proposal adalah permohonan bantuan dari Pemerintahan Desa yang paling
sedikit memuat maksud, tujuanm susunan panitia/ pengurus dan rencana
anggaran belanja.

29. Surat Permohonan adalah surat permohonan bantuan dari Pemerinatan
Desa yang paling singkat memuat maksud, tujuan, rencana anggaran yang
diajukkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dibuat degan maksud untuk menjadi dasar hukum
pemberian bantuan keuangan kepada desa-desa di Kabupaten Mesuji yang
melaksanakan pilkades Tahun 2018.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan
pemilihan kepala desa yang kewenangannya berada pada tingkat desa.

BAB III
PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bankeu Pilkades

Pasal 3
(1) Pengelolaan Bankeu Pilkades merupakan satu kesatuan dengan
pengelolaan keuangan desa.
(2) Bankeu Pilkades merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan
dipertanggungjawabkan melalui APBDes.

Bagian Kedua
Penggunaan Bankeu Pilkades

Pasal 4

(1) Bankeu Pilkades digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa penunjang
pelaksanaan kegiatan Pilkades.

(2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas
meliputi :

alat tulis kantor;

benda pos;

cetak/penggandaan;

sewa perlengkapan;

makanan dan minuman;

honorarium pelaksanaan;
g. operasional pelaksanaan.

(3) Jumlah besaran penggunaan dana rincian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan desa dan ditentukan melalui
mekanisme musyawarah desa.

SENNEE

Bagian Ketiga
Besaran Bankeu

Pasal 5
Desa Penerima, Besaran dan Rincian Objek Bankeu Pilkades dan Besaran
Anggaran tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan
satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.



BAB IV
TAHAP DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANKEU PILKADES

Bagian Kesatu
Tahap dan Penyaluran

Pasal 6
(1) Penyaluran Bankeu Pilkades dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari
RKUD ke RKD.
(2) Penyaluran Bankeu Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan langsung 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen) pada
Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 7
Penyaluran Bankeu Pilkades dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati Mesuji
melalui Camat dengan melampirkan:
1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2018;
2) Rincian Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan;
3) Rekening Koran per 31 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
4) Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
5) Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani
Kepala Desa;
6) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPD).

b. Camat melakukan penelitian atas kelayakan berkas yang diajukan oleh
Kepala Desa selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat
pengajuan permohonan diterima.

c. Apabila berkas pengajuan permohonan dinilai lengkap dan layak,
selanjutnya Camat selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak
pengajuan permohonan diterima menerbitkan rekomendasi penyaluran
Bankeu Pilkades.

d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada
Bupati Mesuji melalui DPMD Kabupaten Mesuji paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak diterbitkan.

e. Apabila berkas pengajuan permohonan sebagaimana pada huruf a dinilai
tidak lengkap selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan
permohonan diterima maka Camat mengembalikan berkas pengajuan
permohonan kepada Desa untuk dilengkapi.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Kepala Desa menyusun serta menyampaikan laporan realisasi dan surat
pertanggungjawaban penggunaan Bankeu Pilkades Kepada Bupati melalui
Camat.

(2) Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bankeu Pilkades dari
Kepala Desa Kepada Bupati melalui DPMD.

(3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bankeu Pilkades merupakan
satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2018.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pengelolaan Bankeu Pilkades.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan
DPMD Kabupaten Mesuji.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mesuji.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 05 Maret 2018

BUPATI MESUUJI,

dto

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 05 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,
dto
RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR15



Lampiran I Peraturan Bupati Mesuji
Tahun 2018

Nomor
Tanggal

2018

DESA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SECARA SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2018

NO DESA KECAMATAN JUMLAH
1. | WIRALAGA MESUJI Rp. 17.000.000,-
2. | SIDOMULYO MESUJI Rp. 17.000.000,-
3. | EKA MULYA MESUJI TIMUR Rp. 17.000.000,-
4. | WONOSARI MESUJI TIMUR Rp. 17.000.000,-
5. | DWI KARYA MUSTIKA MESUJI TIMUR Rp. 17.000.000,-
6. | TANJUNG MAS JAYA MESUJI TIMUR Rp. 17.000.000,-
7. | PANGKAL MAS MULYA | MESUJI TIMUR Rp. 17.000.000,-
8. | SUNGAI SIDANG RAWA JITU UTARA Rp. 17.000.000,-
9. | SIDANG WAY PUJI RAWA JITU UTARA Rp. 17.000.000,-
10. i{\IDCz)ﬁl\l/\IIG BANDAR RAWA JITU UTARA Rp. 17.000.000,-
11. | PANGGUNG REJO RAWA JITU UTARA Rp. 17.000.000,-
SIDANG KURNIA Rp. 17.000.000,-
12. AGUNG RAWA JITU UTARA
13. | AGUNG BATIN SIMPANG PEMATANG Rp. 17.000.000,-

BUPATI MESUJI,

dto

KHAMAMI




Lampiran II Peraturan Bupati Mesuji
Nomor Tahun 2018
Tanggal 2018

RINCIAN OBYEK DAN STANDAR BESARNYA ANGGARAN

a. Honorarium panitia pemilihan diberikan selama 3 (tiga) bulan dengan
ketentuan sebagai berikut :

NO JABATAN H%]?\ISQARR(AQP)
1. Ketua Panitia Pemilihan 400.000,-/bulan
2. Sekretaris 375.000,-/bulan
3. Bendahara 300.000,-/bulan
4. Seksi-seksi 250.000,-/bulan

b. Honorarium pengawas pemilihan Kepala desa

NO JABATAN H]?)EIJ\IS(’)ARR(Aé\Ip)

1. Ketua BPD 400.000,-/bulan
2. Wakil ketua BPD 375.000,-/bulan
3. Sekretaris 300.000,-/bulan
4. Anggota 250.000,-/bulan

c. Honorarium Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara

BESARAN
NO JABATAN HONOR (Rp)

250.000,-/hari

Pembantu Penyelenggara
Pemungutan Suara

d. Honorarium PAM TPS

NO JABATAN BESARAN HONOR
(Rp)
1. Petugas PAM TPS 200.000,-/hari

BUPATI MESUJI,

dto

KHAMAMI



